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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu yang berlangsung pada 
tanggal 14 Maret sampai 6 mei 2021 di Instansi Pemerintah yakni Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui upaya peningkatan Pajak Hotel 
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu serta sebagai referensi untuk 
penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan 
narasumber di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (BAPENDA) 
yaitu untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu terutama 
Pajak Hotel. Upaya tersebut adalah: pertama, Memberikan pelayanan terhadap 
wajip pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya dan tidak mempersulit 
proses administrasi. Kedua, meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya dengan melakukan pendaftaran pendapatan terhadap 
wajib pajak,bisa secara langsung atau melalui  media sosial. 
 













HOTEL TAX REVENUE CONTRIBUTION IN THE REGIONAL 
FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT REVENUE AGENCY OF 
INDRAGIRI HULU DISTRICT 
 
BY: MULIA WANDA 
 
This research was conducted in Indragiri Hulu Regency which took place on 
March 14 to May 6, 2021 at a government agency, namely the Regional Revenue 
Agency of Indragiri Hulu Regency. The purpose of this study was to determine the 
contribution of hotel tax to the local revenue of Indragiri Hulu Regency and to 
find out the efforts to increasenhotel tax in the Regional Revenue Agency of 
Indragiri Hulu Regency. While the benefits of this research are as information 
material for the community and the Regional Revenue Agency of Indragiri Hulu 
Regency as well as as a reference for future research. The results of this study are 
based on interviews with resource persons at the local revenue agency of 
Indragiri Hulu Regency, namely to find out the efforts of the Indragiri Hulu 
Regency government in increasing the local revenue of Indragiri Hulu Regency 
specially hotel taxes. These efforts are first, to provide services to taspayers who 
will pay their tax obligations and not to complicate the administrative process. 
Secondly, increasing awareness of taspayers to fulfill their obligation by 
registering income with taxpayers, either directly or through social media. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam 
menompang pembiayaan pembangunan yang bersumberdari dalam negeri. Pajak 
menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan 
pembangunan disbanding dengan penerimaan yang diterima dalam sector-sektor 
lainnya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran kepada kas 
negar berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan 
Undang-undang. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna 
bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Pemerintah 
meneapkan kebijakan desentalisasi kekuasaan atau yang sering disebut dengan 
otonomi daerah pada tahun 1999. Hal ini disahka dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring 
diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap 
mendapatkan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri kepentingan 
masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah sesuai dengan Undang-





Pada tahun 1997, pemerintah akhirnya mengeluarkan undang-undang 
nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 tahun2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retrbusi Daerah. Kalau dilihat dari segi waktu undang-undang pajak 
daerah dan retribusi daerah ini memang agak terlambat kalau dibandingkan 
dengan pajak pusat yang sudah dikeluarkan pada tahun 1983 dan telah mengalami 
beberapa kali perubaha. Namun, dengan dikeluarkan undang-undang ini 
menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja, 
tetapi juga pajak daerah yang menjad salah satu sumber penerimaan daerah, Erly 
Suandy (2017: 229). 
Undang-undang No. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah 
secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut 
pemerintah Daerah tingkat provinsi ( pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan 
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah Kabupaten/kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, 
pajak sarang burung wallet,  pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak  bumi 
bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. 
Erly Suandy (2017: 233), Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsng yang seimbang, 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, da 





Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah 
satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah oleh karena itu 
perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memiliki 
kemampuan nyata dan bertanggung jawab.  
Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 
masyarakat. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 
yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk 
mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi 
daerah sebagai wujud desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berikut ini yaitu: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: 
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Perusahaan Daerah 
d. Lain-lain Hasil Usaha yang Sah. 
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerinah Pusat, terdiri dari: 
a. Sumbangan Pemerintah 
b. Sumbangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 




Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel 
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait 
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 
pariwisata, wisma pariwisata, pesangggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 
serta rumah kos yang kamarnya lebih dari 10 (sepuluh). Hotel adalah bangunan 
yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, 
memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dipungut bayaran, termasuk 
bangunan lainnya yang menyatu, dikeolola dan dimiliki oleh pihak yang sam, 
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.  
Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang memiliki komponen 
erbesar dari pajak daerah khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Pajak Hotel 
juga merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang harus 
dikembangkan karena memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah khususnya Kota dan Kabupaten. Oleh karena itu pajak hotel dikelola 
secara professional dan transparan dalam rangka meningkatkan kontribusinya 
terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pengelolaanya menjadi 
wewenang pemerintah daerah sesuai kebijakan-kebijakan yang ditentukan. 
Kabupaten Indragiri Hulu salah satu daerah yang diberi hak otonomi untuk 
mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten 
Indragiri Hulu mampu mengelola dan memaksimalkan semua sumber penerimaan 
untuk kelangsungan dan kemajuannya. Apabila sumber penerimaan daerah ini 
terus membaik maka nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan daerah, 





Kontribusi ialah pemberian yang diberikan oleh seseorang atau kelempok 
berupa materi. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan 
penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode 
tertentu pula. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak 
daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu 
kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. 
Berikut ini merupakan target dan realisasi pajak hotel di Kabupaten 
Indargiri Hulu tahun 2016-2020. 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-
2020 
 
Tahun Target Rp (Rupiah) Realisasi Pencapaian (%) 
2016 476.095.000 430.389.796 90,39 
2017 451.909.286 339.281.490 75,07 
2018 465.466.564 408.936.605 87,85 
2019 423.872.630 592.373.877 139,75 
2020 188.741.987 300.567.100 159,24 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, 2021 
Berikut ini persentase Retribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu: 
Tabel 1.2 
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu Pada Tahun 2016-2019. 
 





2016 9.692.197.208 98.845.361.438 9,80 
2017 4.573.794.961 159.665.857.817 2,86 
2018 4.719.562.588 111.900.731.070 4,21 
2019 4.425.603.374 118.978.915.053 3,71 
2020 2.061.918.875 113.372.881.170 1,81 




Pada tabel 1.2 di atas maka dapat dilihat Kontribusi Retribusi Daerah di 
Kabupaten Indragiri Hulu selama lima tahun terakhir 2016 sampai dengan 2020 
selalu berfluktuasi. Terjadinya berfluktuasi pajak hotel di Kabupaten Indragiri 
Hulu dikarenakan kurangnya objek wisatawan yang berkunjung, apalagi yang 
hanya menginap di hotel kebanyakan orang-orang yang pendatang saja, salah 
satunya  seperti orang-orang yang melakukan pelatihan atau penelitian. 
Penghasilan yang mereka dapatkan tidak seimbang dengan pengeluaran, maka 
dari itu pengusaha hotel tersebut lalai atas kewajibannya dalam membayar pajak.  
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti 
mengabil judul untuk Tugas Akhir yakni: “KONTRIBUSI PENDAPATAN 
PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI 
HULU” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis 
merumuskan masalah  yaitu:  
1. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Terhadap Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 
2. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam 






1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahu Kontribsi Pendapatan Pajak Hotel di Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Peningkatkan Pendapatan 
Pajak Hotel di Kabupaten Indragiri Hulu. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan yang bias diambil dari penulisan ini, antara lain adalah: 
1. Bagi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, penelitian ini 
diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan dan sebagai tolak ukur 
bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel. 
2. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan 
dalam penelituan ini dapat dijadikan bahan masukan guna 
mengoptimalkan kinerja instansi dari peningkatan pendapatan daerah. 
3. Bagi penulis 
Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat 
mengenai kontribusi pendapatan pajak hotel serta menambah pengetahuan 
bagi penulis. 
 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Letak badan pendapatan daerah berada pada JL.Lintas Timur 
Pematang reba-Lirik, No. 177, Pematang Reba, Banjar Balam, Pekan 




2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan 14 maret s/d 14 mei 2021 
1.4.2 Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan 
mewawancarai salah satu pegawai di Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
dalam bentuk media perantara laporan catatan dokumen, serta arsip 
melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Tanya jawab kepada narasumber kepada Pegawai Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yakni Bapak Feri Rahmat 
Effendi S,Sos yang bisa memberikan informasi tentang penelitian ini. 
2. Dokumentasi   
Memanfaatkan data-data yang ada di Badan Pendapatan Daerah 
yang mana data tersebut di dapatkan dari dokumen yang ada di Badan 





1.4.4 Analisis Data 
Analisis data tersusun secara sistematik, langkah selanjutnya mengadakan 
analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif menjelaskan 
dengan kata-kata yang tepat sehingga sehingga permasalahan terungkap dengan 
jelas. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap 
bab dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar   
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
  Bab ini menjelaskan sejarah singkat tentang Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, susunan organisasi, struktur 
organisasi, visi, misi, dan tujuan Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak 
hotel, objek dan subjek pajak hotel, tariff pajak hotel, Dasar hukum 
pemungutan pajak hotel, wilayah pemungutan dan masa pajak hotel, 




hotel, upaya meningkatkan pendapatan pajak hotel di badan 
pendapatan daerah kabupaten Indragiri hulu, ruang lingkup pajak 
daeah, cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah, pendapatan 
asli daerah, penerimaan sektor pajak, kontribusi pajak hotel, upaya-
upaya peningkatan pajak hotel. 
BAB IV : PENUTUP 



















GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 
INDRAGIRI HULU 
 
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu 
Pada awalnya Kabupaten Indragiri Hulu menyatu dengan kabupaten 
Indrgairi Hilir, dimana pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembetukan Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Sumatera Tengah dengan diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi 
daerah Rengat dan Tembilahan dengan letak posisi geografis disebelah Hilir dari 
Provinsi Sumatera Bagian Tengah. Kemudian sejak tahun 1965 Kabupaten 
Indragiri mengalami pemekaran Kabupaten dengan dasar Undang-Undang No 06 
Tahun 1965  tentang Pembentukan Daerah Tk II Indragiri Hilir dan Daerah 
Tingkat II Indragiri Hulu (Lembaga Negara ahun 1965 No. 49, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2754), Kabupaten Dati II Indragiri Hulu beribu Kota 
Rengat. 
Pada waktu tersebut Indragiri Hulu mempunyai wilayah mulai dari Rengat 
sampai dengan Taluk Kuantan yang terdiri dari sembilan Kecamatan yakni. 
Kecamatan Rengat, Kecamatan Seberida, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan 
Peranap, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan 
Tengah  dan Kecamatan Singingi. Selanjutnya dengan pelaksanaan Otonomi 
Daerah pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi 2 







dengan dasar Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang terdiri dari Kecamatan 
Rengat sampai dengan Peranap (6) Kecamatan. Setelah pemekaran kecamatan, 
maka kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 
2000 wilayah kecamatan yang ada bertambah/ dimekarkan tiga Kecamatan lagi 
yakni Kecamatan batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan 
Lirik. 
 Pada tahun 2004 wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terdapat beberapa 
Kecamatan yang dimekarkan lagi sehingga menjadi 14 Kecamatan yakni: 
Kecamatan Rengat Barat dengan Ibu Kota Rengat, Kecamatan Rengat Barat 
dengan Ibu Kota Pematang Reba, Kecamatan Seberida dengan Ibu Kota 
Pangkalan Kasai, Kecamatan Pasir Penyu dengan Ibu Kota Air Molek, Kematan 
Kelayang dengan Ibu Kota Simpang Kelayang, Kecamatan Peranap dengan Ibu 
kota Peranap, Kecamatan Batang Gansal dengan Ibu kota Seberida, Kecamatan 
Batang Cenaku dengan Ibu Kota Kuala Kilan, Kematan Lirik dengan Ibu Kota 
Lirik, Kecamatan Batang Peranap dengan Ibu Kota Pematang, Kecamatan Rakit 
Kulim dengan Ibu Kota Petonggan, Kecamatan Sungai Lala dengan Ibu Kota 
Kelawat, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan Ibu Kota Lubu Batu Tinggal dan 
Kecamatan Kuala Cenaku dengan Ibu Kota Kuala Cenaku. 
Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai Luas sekitar 8.198,26 Km2  
atau 819.826 Ha yang berada Pada 100 – 10’ bujur timur,1020 – 48’ Bujur Barat, 







1. Sebelash Utara dengan Kabupaten Pelalawan 
2. Sebelah Selatan dengan kabupaten Bungo Tebo 
3. Sebelah Barat dengan kabupaten Kuantan Singingi 
4. Sebelah Timur dengan kabupaten Indragiri Hilir 
 Telah terjadi perubahan untuk pembentukan susunan dan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu khususnya bagi Dinas 
Pendapatan Daerah telah terbentuk sebagai Pengganti Perda Kabupaten Indragiri 
Hulu yang disahkan yaitu berdasarkan PERDA Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 
03 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten 
Indragiri Hulu. 
 Organisasi sebagaimana layaknya harus mempunyai jumlah pegawai 
dalam melaksanakan tugas organisasi yang memadai. Hal ini sangat tergantung 
kepada kemapuan sumber daya pegawai yang dimiliki oleh suatu Organisasi 
tersebut, begitu pula dengan organisasi Badan Pendapatan Daerah kabupaten 
Indragiri Hulu yang mempunyai pegawai atau staf dalam menjalankan fungsi dan 
tugas Organisasi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Dinas 
Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 
Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 





Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk 
denganPeraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 
tentangSusunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah 
KabupatenIndragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan 
bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerahdi bidang Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dipimpin 
olehseorang Kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu 
 Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau 
instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab 
dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengorganisasian dan pemungutan 
pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda 
dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah 
unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. 
 Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang Pendapatan Daerah, maka 
didasarkan peraturan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Sususnan 
Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang 







1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah 
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksananakn urusan 
Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang Pendapatan Daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 
Daerah berdasarkan ketentuan pemerintah pusatnmaupun daerah sesuai 
peraturan undang-undang. 
2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara 
lain : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah mencakup 
rencana strategi dan program sesuai dengan RPJMD. 
b. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 
penerimaan pendapatan daerah. 
c. Penyelenggaraan rencana strategi dan program kerja Badan. 
d. Penetapan kebijakan pengelolaan penerimaan pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
e. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya maupun dalam rangka 
kepentingan Pemerintah daerah. 
f. Pengarahan pelaksanaan program kerja Badan. 






h. Pembinaan pelaksanaan program waskat dilingkungan Badan. 
i. Memberi saran pertimbangan Teknis kepada atasan. 
j. Membina pelaksaan tugas-tugas unit pelaksaan teknis Badan. 
k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan. 
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 
m. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
1. Visi 
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang 
transparan,akuntabel dan auditabel sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
2. Misi 
a. Mewujudkan system dan prosedur administrasi penerimaan daerah 
yang transparan dan akuntabel. 
b. Membangun aparatur badan pendapatan daerah yang professional. 
c. Membangun masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 
 
2.4 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu 
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 






a. Kepala Badan 
b. Sekretaris, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum 
2. Sub Bagian Program 
3. Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Pendaftaran Penilaian dan Penetapan, membawahi : 
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
2. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan 
3. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data 
d. Bidang Penerimaan, membawahi : 
1. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer 
2. Sub Bidang PBB dan BPHTB 
3. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah lainnya. 
e. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan, membawahi : 
1. Sub Bidang Penagihan 
2. Sub Bidang Keberatan dan Banding 
3. Sub Bidang Pemeriksaan. 
f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi, membawahi : 
1. Sub Bidang Intensifikasi 
2. Sub Bidang Kajian dan Pengembangan 
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 





2.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu 
Struktur organisasi adalah suatu laporan yang menggambarkan sesara 
sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab 
masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menciptakan 
keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 
 
Gambar : 2.1  Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Indragiri Hulu 





2.6 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 
Uraian tugas bagian/unit Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hulu mempunyai unit kerja masing-masing yaitu : 
1. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi Badan Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi, sebagai berikut : 
a. Merumuskan rencana strategi dan program kerja Badan sesuai visi dan 
misi 
b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja badan 
sesuai dengan tugas nya. 
c. Menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja badan 
d. Menyelenggarakan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta 
BLU kabupaten 
e. Menetapkan kebijakan pengolahan pajak retribusi daerah, 
keseimbangan fiskal antara desa, pengolahan investasi dan asset 
daerah, kebijakan pengolahan BUMD dan lembaga keuangan mikro 
kabupaten, kebijakan pengolahan dan obligasi daerah, serta BLU 
kabupaten. 
f. Menyelenggarakan pengolahan data dasar perhitungan alokasi DAU 
kabupaten, penyiapan data realisasi Penerimaan DBH kabupaten. 






2. Secretariat  
a. Merencanakan operasional pengelolaan Administrasi Umum dan 
Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan. 
b. Mewakili Kepala  Badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau 
tidak berada ditempat. 
c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan 
naskah dinas dibidang tugasnya. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian 
dalam melaksanakan urusan umum, Kepegawaian , surat-menyurat, 
Inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah 
tangga Badan. 
e. Melaksanakan urusan keuangan. 
f. MenerimaNaskah/Surat Dinas yang masuk, mencatat, 
mendistribusikan ke Bidang-bidang. 
g. Menyimpan Data/Arsip Naskah Dinas Keluar/Masuk. 
h. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerumahtanggaan Badan. 
i.    Mempersiapkan bahan dari menyusuri laporan kepada Kepala Badan 
sesuai bidang tugas. 
j.   Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan 
Administrasi Umum dan kepegawaian/perencanaan dan pelaporan 
serta keuangan. 






l.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai 
dengan didang tugasnya. 
3. Bagian Umum 
a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum. 
b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, admilnistrasi 
barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan 
dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor. 
c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga badan dan keamanan 
lingkungan badan serta rumah dinas kantor. 
d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan 
kebutuhan sarana dan prasarana kedinasan. 
e. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 
badan. 
f. Melaksanakan tugas humas dan keprotokolan Badan, mengumpulkan, 
mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan. 
g. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai badan dan bahan usulan 
kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data 
pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian. 
h. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 
pensiun dan surat cuti pegawai Badan. 
i.   Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut. 






k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan sertai upaya 
penyempurnaan. 
l.   Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis. 
m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan 
pengembangan karier. 
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4. Bagian Program 
a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang melalui Sekretaris. 
b. Pengelolaan data  berbasisInformasi Technology ( IT ). 
c. Menyusun program kerja dan membuat laporan. 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan. 
e. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang 
berhubungan dengan penyusunan program. 
f.     Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program 
pembangunan tiaptahunnya di lingkungan badan. 
g. Membagi tugas kepada bawahan agar dapat diproses lebih lanjut. 
h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dapat diproses lebih 
lanjut. 
i.    Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 






j.    Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis. 
k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan teknis. 
l.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
5. Bagian Keuangan 
a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian 
Keuangan. 
b. Membuat daftar usulan kegiatan. 
c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian. 
d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 
umum. 
f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan badan. 
g. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang 
kas. 
h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji 
atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat 
daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna 
anggaran dengan Keputusan Bupati. 
i.   Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi. 
j.   Mendistibusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 





k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani 
Surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas 
beserta lampirannya dan laporan bulanan. 
l.   Mengevaluasi hasil Program kerja. 
m. Membuat laporan hasil kegiatan. 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang pembukuan dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah. 
p. Melakukan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai 
anggaran belanja langsung/tidak langsung. 
q. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun perhitungan anggaran dan 
realisasi belanja langsung/tidak langsung. 
r. Memelihara liquiditas anggaran belanja langsung/ tidak langsung. 
s. Melakukan penelitian terhadap bukti kas mengenai anggaran belanja 
langsung/tidak langsung. 
t.   Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perhitungan tahun 
angaran bidang rutin dan pembangunan. 
u. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. 
v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan 
pengembangan karir. 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa: 
1. Perkembangan Pajak Hotel di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2016 
sampai dengan 2020 selalu naik turun. Tetapi pernah mengalami kenaikan  
pada tahun 2019 sebesar 0,49% namun pada tahun selanjutnya mengalami 
penurunan lagi. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah hotel yang 
berdiri di Kabupaten Indragiri Hulu tidak di imbangi dengan jumlah orang 
yang menginap sehingga berpengaruh pada sumbangan pajak yang 
diterima dipemerintah. 
2. Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. 
Tingkat kriteria Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 
tahun 201 sampai tahun 2020 masih masuk dalam kriteria kategori sangat 
kurang, dimana pada tahun 2016 tercatat 0,43%, pada tahun 2017 tercatat 
0,21%, pada tahun 2018 0,35%, pada tahun 2019 tercatat 0,49%, dan pada 
tahun 2020 tercatat 0,26%. Secara keseluruhan jumlah Pendapatan Asli 
Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel saja, tetapi masih ada 
pajak lainnya yang dapat mmepengaruhu jumlah Pendapatan Asli Daerah 








Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini yaitu: 
1. Hendaknya Pemerintah daerah lebih giat lagi dalam melakukan sosialisai 
dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak 
hotel lebih dioptimalkan lagi. 
2. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel. 
3. Harus adanya keterbukaan antara karyawan dan lainnya dalam 
melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja. 
4. Memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mendorong wajib pajak 
membayar kewajibannya dengan tepat waktu. 
5. Untuk Pemerintah Pusat hendaknya menambah objek wisata di sekitaran 
hotel di Kabupaten Indragiri Hulu agar para wisatawan yang berkunjung 
dari daerah luar bisa menginap di hotel terdekat dan dapat membah 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI DI BADAN 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
1. Apakah Pajak Daerah pada tahun 2016-2020 sudah mencapai target yang 
sudah ditetapkan? 
2. Apa penyebab pajak daerah tidak mencapai target? 
3. Apakah penerimaan pajak daerah sudah efektif? 
4. Apakah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada 
tahun 2016-2020 sudah meningkat? 
5. Apakah pajak hotel sangat berpengaruh ke pendapatan asli daerah? 
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